a4, 0L
Jo
o

LAPORAN HASIL PENELITIAN

JAMINAN HUKUM DI BIDANG SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN
( The Legal Guarantie in The Social Aspect to The Poor )

Oleh :

SONHAJI 54 MS, Dan
Tim Penealiti

- FAKULTAS HUKUM .
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
- 1996

Dibiayal Dengan Dana Baglnn' Proyek Operasi dan Parawatan
Fasilitas Universitas Diponegoro Nomor 1 120/PTO09.0P/B/1995
Tanggal 1 September 1995



KATA PENGANTAR

Dengan namza Allah Yang Maha Pengasil lagl Maha Pe-
nyayang. '

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT.,
maka peneliti dapat menyelesaikan penelitian beserta lapor-
annya ini yang berjudul : “JAMINAN HUKUM DI BIDANG SOSIAL
BAGI FAKIR MISKIN",

Penulisan laporan ini bisa selesail juga atas bantu-
an dari berbagal pihak,. baik berupa dana, bimbingan dan
saran. Untuk itulah pada kesempatan ini kaml sampaikan ze-
rima kasih yang dalam kepada yang terhormat
- Bapak Rektor Universitas Diponegoro;

- Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,; .

- Bapak Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro:

~ Bapak Kepala Kanwil Departemen Sosial Jawa Tengah;

- Bapak Kepala Kanwil Departemen Teraga Kerja dawa Tenga;

- Bapak Kepala Balai Pusat Statisti {(BPS) Jawa Tengah; can
- Repada pihak-pihak yang membantu yang tidak bisa kami se-

~ but satu persatu.

Kaml berharap semoga laporan hasil penelitian ini
dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan
juga bermanfaat bagl perkembangan Ilmu Hukum (Hukum.dan
Kemiskinan).

Semarang, Februari 1996
Pim Peneliti
Ketua : Sonhaji,SH.MS,

—— .

Anggota
1. Djoko Trijanto,SH.-
2. Henny Juliani,SH. ,

iv



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 4veveuvreasneonensasnionsosonsansnoss i
LZIBAR PENGESAHAN tavurvvervasnnnnoannnessannoarens 1i
RINGKASAN DAN SUMMARY 4uvvevvvevsovaresansoaranssse iii
KATA PENGANTAR 4evesuncsvnsososscosoosesonessooasnes iv
DAFTAR IST 4eveercucvennennssnosonoansoasaossanones v
BAB I  : PENDAHULUAN .. 1

A. Latar Belakang Masalah suveveeevseones 1

B. Perumusan Masalah 7

BAB II . TINJAUAN PUST‘AKA L R N A N R R I A 8

L L BRI B Y BN K BN B B NN NN BN N IR BN BN BN B B N

LR R I I A N B B B 2R L B B B I R BN ]

BaB IIT : TUJUAN DAN MANFAAT P NbLITIAN ressreraee 15

A. Tujuan Penelitian seviverevnvaseneses 15
B. Manfaat Penelitian .ivevvsvernsnnnsne 15
1. Manfaat Praktis si.evieiieierncasans 15
2. Manfaat TeOritis eveeeeeseeeveness 15
BAB IV : METODE PENELITIAN sveveresnrsioeennennns 16
BAS V. : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN +.v.v... 17
A. Peraturan Perundang-Undangan Yang Men-
berikan Jaminan Di Bidang Sosial Bagi
Fakir Miskin, Khususnya di Bidang Pe=+
menuhan Kebutuhan Pokok Hldup Yang
layak Bagi Kemanusiaar ceverreserasas 17

B. Jaminan Sosial Sebagai Perquudan
Daripada Perlindungan Sosial Bagi
Fakir HiSkin I N N N NN N R ] FI-&

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 4 evvuinvnononnnasoae 51
A. KeSimpulan * ® ._ U I B I T N N R N B N N NN I R B ) 0 L BN ] Sl
B‘ Saran"'saran [ R I I T N TN T N RN TN N TN RN L N NN N B BB N 55

DAFIAR PUSTAKA ....... o ; 55

* e S B B b 2N l"‘ L X T B B N AR I BN N BN B BN NN NN 3
HEN S
LAMPIRAN-LAMPIRAN :



BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belak Ma

Dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bah-
wa negara Indonesia didirikan dengan tujuan "untuk memaju-
kan keaejahteraan umum”, Rumusan ini mengandung suatu penu-
gasan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan koséjahtara-
an seluruh rakyat, yang berarti pula bahwa negara berkewa-
Jiban untux memberantas kemiskinan. :

Di Indonaesia pada saat ini masih terdapat sekitar
25 Juta lebih rakyat yang masih hidup di bawah garis kemis-
kinan. Dengan demikian usahs mengentaskan golongan rakyat
miskln tersebut menjadi suatu hal yang penting.

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka mengangkat
golongan rakyat miskin tersdbut, khususnya golongan masya-
rakat yang disebut fakir miskin adalah dengan membefikan
jaminan hukum di bideng soslal (kesejahteraan sosial) ke-
pada fakir miskin, khususnya di bidang pemenuhan kebutuhan
pokok hidup yeng layak bagi kemanusiaan, yang meliputi :
penghasilan (pendapatan), glzi, kesehatan, perumahan dan
pendidikan, '

Hal ini ditekankan karena masalah yang menonjol ba-
gl golongan fakir miskin adalah berkisar pada keterbatasan
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (dasar) manusia,
Dengan melalul Jaminan hukum di bidang sosial diharapkan
dapat mengatasi permasalahan yang dialaml golongan fakir

miskin tersebut.

Jaminan hukum di bidang sosial bagli fakir miskin,

di samping ditujukan untuk menjamin hak-hak asasl rakyat,
dalam arti mengangkat harkat dan martabat manusia menuju
taraf kehidupan dan penghidupan yang lebih baik (layak)

bagi kemanusiaan, juga bermanfaat dalam rangka menopang'
laju pembangunan serta untuk mencegah perbuatan pengemisan
dan'pergclanddngén, dan sekaligus sebagai-ihdikator kege-
jahteraan seluruh rakyat dalam alam pembangunan di Indonesia
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yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,

Oleh sebab itu wajar apablla golongan fakir miskin
diberikan jaminan hukum di bidang sosial, hal ini sesual
dengan amanat Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 dan Pasal 34 UUD
1945 maupun dalam program pemerintah tentang 8 jalur peme-
rintahan.

Menurut dats hingga saat ini masih ada sekitar 295
Juta lebih rakyat miskin di Indonesia. Di antara rakyat
yang miskin itu sekitar 11,1 juta jiwa merupakan penduduk
desa tertinggal dan sisanya adalah penduduk desa (yang ti-
dak tertinggal) dan yang tinggal di perkotaan. Di lihat da-
ri jumlah tersebut, jika dibandingkan dengan seluruh pen-
duduk Indonesia yang mencapail 185 juta jiwa, maka jumlah
penduduk miskin sekitar 25 juta jiwa.lebih tersebut bukan~
lah suatu jumlah yang kecil.

Oleh sebab itulah maka pembangunan demi mewujudkan
masyarakat adil dan makmur sebagalmana yang dicilta-~citakan
oleh bangsa Indonesia mempunyal artl yang sangatl penting.

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara diamanetkan
bahwa pembangunan yang dilaksanakan mencakup berbagal aspek
kehidupan yaitu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, poli-
tix dan pertahanan keamanan.

Salah satu bentuk konkrit perwujudan masyarakat dil
dan makmur materisl dan gpiritual adalah upaya terwujudaya
pazmbangunan 41 bidang sosial (kesejahteraan sosial) yaitu
dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan taraf kehidupan
dan penghlidupan rakyat ke tingkat yang lebib baik bagl ke-
manusiaan, khususnya bagl golongan rakyat yang disebut fa-
kir misiin,

Menurut ‘geteatusn Pasxl 1 Peraturan Pemerintah No.42
tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagl Fa-
Rir dishin, dinystakan bahws " fakir miskin adalah orang
yangz sama sekali tidak mempunyal sumber mata pencaharian
o bl amapiaval Qemaapuan meumaauhl keviatuhan poxkok voag
| Lot Lgng iadaL aunhar xha e
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fayak basd ke ciaon®,

Tang lvco el wonauabon Lok voas Lave bagl kema-
nusiaan adalah terpenuhinya kebutuhan pokok hidup yanh me-
nyangkut pendapatan, gizi, kesehatan, perumahan dan pendi-
dikan. |

Adapun yang termasuk dalam kategori golongan fakir
miskin adalah : '

a. buruh tani berpenghasilan rendah.

b. buruh nelayan berpenghasilan rendah.
c. petani yang berpenghasilan rendéh.
d. neléyan yang berpenghasilan rendah.
e. buruh kasar. '
., pedagang kecll.

g. tukang becak, dan lain-lain.

Sehubungan dehgan hal itu, maka wajarlah apabila pe-
merintah berupaya untuk menanggulangi masalah golongén rak~
yat yang hidup atau bverada di bawah garils kemiskinan terse-
but. Hal ini sesual dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) CUD
1945 bahwa "Tiap-tiap wargé negara berhak atas p&karjaan
dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan'", dan Pasal 34

UUD 1945 bahwa "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar
‘dipelihara'oleh negara',

Masalah kemiskinan sebenarnya tidak hanya terjadi
di Indonesia, tetapl juga melanda di sebagian negara-negara
di dunia ini, terutama negara-negara yang sedang berkembang.
Dengan demikian perhatian terhadap golongan rakyat miskin,
yaitu golongan fakir miskin merupakan masalah yang sangat
penting untuk segera dicari jalan keluarnya, paling tidak
memberikan jaminan hukum kepada mereka agar tidak tenggelam
dalam garls kemiskinan yang berkepanjangan. , .

Di samping itu manfaat adanya Jaminan hukum bagi fa-
kir miskin sangat besar sekali. Sebagaimana diketahui bahwa
manusia merupakan sumber daya terpenting dalam pembangunan.
Dengan demiklan setlap kemampuan ﬁasyarakat untuk ikut ser-
ta dalam proses pembangunan merupakan unsur yang potensial
menuju keberhasilan pembangunan, atau dapat dikatakan bahwa




berhasil tidaknya pembangunan sangat bergantung pada ke-
mampuan masyarakatnya dalam melaksanakan pembangunan,

Dengan semakin padatnya penduduk dan karena sebagian
penduduk belum menikmatl penghidupan yang layak bagi kezma-
nusiaean, oleh karena itu untuk menjamin kehidupan rakyat
agar hidup dalam kondisi-kondisi yang sesual dengan harkat
dan martabat manusia, adalah wajar apavila diberikan jamin-
an hukum bagil golongan fakir miskin tersebut, yaitu berupa
Jaminan hukum di bidang soslal agar supaya mereka tidak
terbelenggu dalam kemiskinan dan kemelaratan,

Adapun yang dimaksud dengan jaminan hukum adalah ke-
pastian yang dijamin oleh hukum. Dikaitkan dengan fakir mis-
kin, maka pengertian jaminan hukum di sini dimaksudkan se-
bagal terdapatnya sejumlah produk peraturan perundang-undang-
an yang memberikan jaminan kepada fakir miskin agar teriin-
dar dari ancaman kemiskinan dan kemelaratan, sehinggs dapat -
memperoleh kehidupan dan penghidupan yang layék bagli kema-
nusiaan. ' ' ' N

Sedangkan Jjaminan hukum di bidang sosial dimaksudkan
sebagal terdapatnya sejumlah produk peraturan'perundang~un~
dangan yang memberikan jaminan di bidang sosial (kesejahte-
raan sosial) kepada fakir miskin, khususnya di bidang peme-
nuhan kebutuhan pokok hidup yang layak bagl kemanusiaan yang
meliputi : penghasilan {(pendapatan), gizi, kesehatan, peru-
mahan dan pendidikan, Hal yang demiklian ini merupakan suatu
keharusan atau konsekuensi sebagal negara yang berkeadilan
sosial, di mana keadilan sosial bukan saja dinyatakan seba-
gal salah satu slla dasar negara di samping ke-empat sila
lainnya dari Pancasila, melainkan juga sebagai tujuan yang
harus dicapai oleh negara. S

Sebagaimana yang dinyatakan dalam alinea ke- h uup
1945, mengenal tujuan Pemerintahan Indonesia bahwa :

"Kemudlian daripada itu untuk membentuk suatu pemerin-
tah Negara Indonesia yang melindungl segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah [ndonesia dan untuk mema ju-
kan kesejahteraan umum, mencerdaskan keshidupan bang-
sa, dan Lkut melaksanakan ketertiban dunia yang ber-
dasarkan kcmcrdckaan perdamsian abadi dan keadilan
sosial...". :



Abdoel Gani, dalam tulisannya ber judul "Peradilan
Administrasi" (Surabaya, 25 April 1985), tentang Negara Hu-
kum Pancasila mengatakan

"Dari sudut pemikiran keadilan, maka Negara Hukum

Pancasila merupakan negara hukum yang mengutamakan keadilan
sosial, darli sudut kenegaraannya, Negars Hukum Pancasila
mengutamakan dan menerima konsep negara integralistik, dari
sudut upaya kesejahteraannya, mengarah pada terciptanya ma-
syarakat adil berksmakmuran dan makmur yang berkeadilar,
dan akhirnya dari sudut'pemikiran kejiwaan dan moral Nega-
ra Hukum Pancasila adalah negara yang berlandaskan Ketuha-
nan Yang Maha Esa serta menjungjung tinggi ﬁarkat dan mar-
tabat manusia (Indonesia)", '
. Dari kutipan di atas nyatalah bahwa Indonesia seba-
gai negara hukum vang berkeadilan sosiai bertanggung Jjawasd
untuk . menyelenggarakan kesejanteraan seluruh rakyat, yang
menjungjung tinggl harkat dan martabat manusia menuju ke a-
rah terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Fan-
casila dan UUD 1945. '

Seperti telah dinyatakan di atas bahwa masih ada se-
kitar lebih dari 25 juta jiwa rakyat yang masih hidup di ba-
wah garis kemiskinan yang memprihatinkan, baik yang bermu-
kim di desa maupun di kota. Merelka tidak mampu mengangkat
dirinya karena ketidakberdayaan dan ketlidakmampuan untuk
memenuhl kebutuhan pokok hidup yang layak bagi kemanusiaan,

Keadaan demiklan perlu mendapat jaminan dari negara
yaitu berupa jaminan hukum di bidang sosial dalam rangka un-
tuk memenuhi standar minimum kehidupan yang layak. Seperti
yang dinyatakan oleh Harold L. Wilensky dan Lebeaux bahwa
standar minimum yang harus dilindungi oleh negara menyang-
kut: penghasilan (pendapatan),vgizi, keséhatan, perumahaun
dan pendidikan bagi setiap warga negara, jaminan ini dibve-
rikan sebagai suatu hak politik bukan sebagal amal.

~ Berdasarkan kenyataan di atas, dikaitkan dengan ja-
- minan hukum di bidang sosial bagi fakir miskin, timbul per-
tanyaan,.seberapa jauhkah hukum (peraturan perundang-undang-
an) yang ada sekarang telah memberikan jaminan di bidang




6051lal kepada fakir miskin dalsm rangka memenuhi standar
minimum kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan yang
menyangkut penghasilan, gizl, kesehatan, perumahan dan
pendidikan ? '

' fitas dasar itu, maka dalam era pengentasan kemis-
kinan yang dicanangkan pemerintah saat inl dirasakan per-
lu adanya hukum yang mampu menjangkau nasib golongan fakir
miskin tersebut, berupa jaminan hukum di bidang sosial vang
benar-benar mampu melindungi mereka dari kemiskinan dan ke~
melaratan sehingga dapat memperoleh kehidupan dan penghidup-
an yang layak bagi kemanusisan. ‘ »

Di samping itu salah satu tujuan diadakannya jazinan

hukum di bldang sosial kepada fakir miskin ddalah untuk men-
cegah terjadinya perbuatan pengemisan dah pergelandangan
‘sevagaimana yang diancémkan_dalam Pasal 504 dan Pasal 505
KUHP. ' -
'~ Penulis berpendapat bahwa Jaminan hukum di bidarng
soslal diberikan kepada golongan faxir miskin pada masa pem-
bangunan dewasa ini sangat besar manfaatnya dalam menopang
laju pembangunan. Hal ini sesuai yang dikehendakl dalam Pa-
sal 27 ayat (2), Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, maupun da-
lam program pemerintah tentang 8 jalur pemerataan yang me-
l1iputi . -
1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan poxok rakyat banyak, xhu-

susnya pangan, sandang dan perumahan;
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan
- kesehatan;

Pemerataan pembagian pendapatan;

Pemerataan kesempatax ker ja;
Pemerataan kesempatan berusaha;

oy Fow
-

. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan,
khususnya bagl generasi '+ wmuda dan wanita;

7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah ta-

nah air; ' |

#. Pemeratsan Kesempatan memperolen keadlilan.



B. Perumusan Masalah

Berpangkal tolak dari kenyataan di atas, serta beta-
pa pentingnya arti hukum di dalam mwelaksanakan pembangunan,
dl sampinz itu belum semua orang memperoleh kehldupan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, maka dapatlah di-
rumuskan permasalahannya sebagal berikut

Apakah hukum (peraturan perundang-undangan) telah
memberikan jaminan di bidang sosial kepada fakir miskin,
khususnya di bidang kebutuhan pokok hidup yang layak bagi

kemanusiaan, dalam era pengentasan kKemlskinan dewasa iai
di Indonesia. ?" '





